
Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Tugas Pokok : Membantu Gubernur Untuk Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Asas  Otonomi  Daerah 

dan  Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah

Fungsi : Secara Umum

1. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah;

2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Badan

3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait;

4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Secara Khusus

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Menggali Potensi Pendapatan Daerah

3. Pelayan Masyarakat dalam Penerimaan Pajak Daerah

NO

URUSAN 

PEMERINTAH/ 

PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KETERANGAN (TARGET 

CAPAIAN TAHUN 2022)

1 2 3 4 6

1 KEUANGAN
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah
70-80 Nilai

2 KEUANGAN Kemandirian Keuangan Daerah 63.55%

KEPALA
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INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Meningkatnya Pendapatan Daerah



 

PENJELASAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

TAHUN 2023 
 

 

Penjelasan Kinerja 1 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah, ini memiliki 1 (satu) 

indikator kinerja yang akan mengambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran  yang akan 

diwujudkan, yaitu: 

 

No Indikator Penjelasan Indikator Formulasi Sumberdata 

1 Capaian SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) Perangkat Daerah 

Nilai Hasil Evaluasi 
AKIP oleh Inspektorat 
yang terdiri dari 
Perencanaan, 
Pengukuran, 
Pelaporan dan 
Evaluasi 

Total hasil = (Nilai 
Akip Komponen 
Perencanaan + 
Pengukuran + 
Pelaporan + 
Evaluasi) 

Hasil evaluasi 
AKIP 
Inspektorat 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja Target 2023 penjelasan 

Capaian SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) Perangkat Daerah 

70-80 Nilai target 70-80 yang ditetapkan merupakan trend 
positif, semakin besar nilainya semakin baik 
capaiannya.  

 

 

Penjelasan Kinerja 2 

 

Indikator Kinerja  

Sasaran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah, ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan 

mengambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran  yang akan diwujudkan, yaitu: 

 

No Indikator Penjelasan Indikator Formulasi Sumberdata 

1 Kemandirian Keuangan 
Daerah 

Kemandirian keuangan 
adalah suatu kondisi 
pemerintah daerah 
tidak rentan terhadap 
sumber pendanaan di 
luar kendalinya atau 
pengaruhnya, baik dari 
sumber-sumber dalam 
negeri maupun luar 
negeri 

Total hasil = (Total 
Pendapatan Asli Daerah 
/ Total Pendapatan 
Daerah x 100) 

Internal/Bapenda 

 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai 

dengan penjelasan sebagai berikut 

 

Indikator Kinerja Target 2023 Penjelasan 

Kemandirian Keuangan Daerah 63,55 Nilai target 63,55 yang ditetapkan merupakan rasio 
positif, semakin besar nilainya semakin baik 
capaiannya. 

 


